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Tulisan ini menganalisis dampak perubahan pengelolaan perizinan sektor ketenaganukliran terhadap aspek
keselamatan dan keamanan yang disel enggarakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal yang menghasilkan pandangan atau
paradigma penulis terhadap normayang diteliti. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
dilatarbelakangi keinginan penyederhanaan perizinan dengan memperkenalkan konsep perizinan berbasis
risiko usaha, mengutamakan pembinaan dan pengawasan oleh pemangku kepentingan terkait. Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, memiliki tujuan untuk mendorong ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
Perizinan dimaknai oleh UU Ciptaker agar tidak menghambat tujuan penciptaan lapangan kerja dengan
serangkaian kemudahan persyaratan. Paradoks dengan tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1997 tentang K etenaganukliran menekankan kepada pel aksanaan pengawasan sektor ketanaganukliran
melalui pengelolaan perizinan yang ditujukan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir untuk
menjamin keselamatan terhadap pekerja dan anggota masyarakat lain serta lingkungan hidup. Dalam rangka
mengatasi dampak perubahan pengel olaan perizinan sektor ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan
dan keamanan, BAPETEN perlu melakukan harmonisasi peraturan pel aksana Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1997, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan
Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

...... <i>This paper analyzed the impact of changes licensing management in the Nuclear Energy Sector on on
safety and security aspects held by Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN) based on Government
Regulation Number 5 of 2021 on Implementation of Risk-Based Business Licensing. This paper employs
doctrinal legal research which produce the author's views or paradigms regarding the norms being studied.
Government Regulation Number 5 of 2021 aimsto simplify licensing by introducing the concept of business
risk-based licensing, prioritizing guidance and supervision by relevant stakeholders. Government Regulation
Number 5 of 2021 is an implementing regulation of The Act Number 11 of 2020 on Job Creation, has the
aim of encouraging the investment ecosystem and business activities. Licensing is interpreted by the Job
Creation Law so as not to hamper the goal of creating jobs with a series of easy requirements. The Job
Creation Law meansthat licensing is not an obstacle to achieving the goal of creating jobs with a series of
easy requirements. Paradoxically with thisaim, The Act Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy
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emphasi zes the implementation of supervision of the nuclear energy sector through licensing management
aimed at all activities utilizing nuclear energy to ensure the safety of workers and other members of society
aswell asthe environment. In order to overcome the impact of changes in the management of licensing in
the nuclear power sector on safety and security aspects, BAPETEN needs to harmonize the implementing
regulations of Law Number 10 of 1997, including Government Regulation Number 29 of 2008 concerning
Licensing for the Use of lonizing Radiation Sources and Nuclear Materials with Government Regulation
Number 5 of 2021.</i>



